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Abstract

The results of study show that (1) the amendment of the Indonesian Constitus
concerning legislative authority is subject to section 5 subsection 1. It is aimed to strengts
the authority and roles of the Indonesian Legislative Assembly; (2) The amendment rema
a shift of legislative authority; (3) Philosophical, Political, Yuridicial, Sociological, 2
Historical factors urge the shift of the authority ( fom the President to the Indones
Legislative Assembly); (4) An ideal legislative authority based on the Indoness
Constitution is an authority that cnables to realize the national ideal basing on the &
principles (Pancasila) and to create regulations that fulfill philosophical, Political, Yuridics

Sosiological, and Technical Planning substances.
Keywords : Amandment, the Indonesian Constitution, Legislative Authority.

Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar dibuat oleh lembaga yang memiliki kekuasaan terting
oleh karena itu Undang Undang Dasar berkedudukan sebagai hukum tertinggi .
Soemantri mengatakan, bahwa sebagai hukum tertinggi, U ndang-Undang Dasar bukan®
hukum biasa, melainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar, maka Undang-Undang D
itu merupakan sumber hukum, artinya setiap produk hukum seperti Undang-unda :
peraturan atau kepuwsan pemerintah, setiap tindakan keputusan pemerintah,
kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan pada peraturan yang lebih tinggi, yang ol
akhirnya dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar .
Gruys, menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar adalah merupakan spesies da
pengertian Genus Undang-Undang, yang mempunyai tiga pengertian yaitu dalam &

formal, dalam arti materiil serta sebagai suatu naskah yang mempunyai nilai-nils

kenegaraan . Dalam arti formal, mengandung arti sebagai suatu yang dibuat secam=
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wa dan ditinjau kembali secara istimewa pula. Dalam arti materiil mengandung arti
w2 Undang-Undang Dasar adalah suatu Undang-Undang yang mengatur pokok-pokok
= alat kelengkapan negara mengenai struktur bangunan negara. Selanjutnya jika
Undang-Undang dihubungkan dengan pengertian konstitusi, menurut Herman
dijelaskan bahwa Undang-Undang Dasar adalah merupakan sebagian dari
situsi, yaitu konstitusi yang tertulis saja . Scdangkan menurut Strong, pengertian
stitusi disamakan dengan pengertian Undang-Undang Dasar .
E.C.S Wade sebagaimana dikutip oleh Mariam Budiharjo, menjelaskan bahwa
sang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan kerangka dan tugas-tugas pokok
] :bad_an_-b&dan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja
s-badan tersebut . Struycken menjelaskan bahwa Undang-Undang Dasar (greundwer)
weai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formil yang berisi : (1). Hasil
suangan politik bangsa di waktu yang lampau; (2). Tingkat-tingkat tertinggi
fembangan ketetanegaraan bangsa; (3). Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak
baik waktu sekarang maupun untuk masa mendatang; (4). Suatu keinginan,
2n mana perkembangan kehidupan ketetatanegaraan bangsa hendak dipimpin . L.G.
~beek, dalam desertasinya sebagaimana yang dikutip oleh Sri Soemantri,
secambarkan secara lebih jelas bahwa konstitusi mengandung tiga hal pokok, yakni :
Jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya; (2). Susunan
sancgaraan suatu negara dan (3). Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan
- bersifat fundamental . Sedangkan menurut Meriam Budiardjo, mengemukakan
wwa setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan mengenai : (1). Organisasi negara;

Hak asasi manusia; (3). Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar dan (4).
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Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dass
Sementara itu, Bagir Manan dan Kuntana Magnar, berpendapat bahwa lazimnya s¢
Undang-Undang Dasar berisi : (1). Jaminan terhadap hak dan kewajiban penduduk
warga negara; (2). Dasar-dasar susunan atau organisasi negara; (3). Dasar-¢
pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara; (4). Hal-hal
menyangkut identitas negara, seperti bendera dan bahasa nasional
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka rumusan masalah 38
akan dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini adalah :
I. Bagaimanakah pergeseran kekuasaan legislatif sebelum dan setelah terjadss
amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong terjadinya pergeseran kekuasaan legists
pada masa sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar 19459
Metodologi
1. Jenis penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang ketiga penelitian ini termasuk jenis pene '
normatif, karena penelitian ini selain dimaksudkan untuk membandingkan kekuasa
legislatil’ pada masa sebelum dan setelah terjadinya amandemen terhadap Undan
Undung Dasar 1945 juga dimaksudkan untuk menguji secara yuridis apakah terd
pergeseran kekuasaan legislatif.
2. Sifat Penelitian
Penelitian ini bersifat preskriptif karena penelitian ini bertujuan
menemukan argumentasi dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesas

masalah yang dihadapi terutama yang berkaitan dengan kekuasaan legislatif.
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gramatikal apakah dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Reput

Indonesia Tahun 19435 tersebut telah terjadi pergeseran kekuasaan legislat'f.

PEMBAHASAN

Undang Dasar 1945,

Pergeseran legislatif, sebenarnya hanya merupakan sebagian tugas
parlemen. Dalam sejarah eropa terbentuknya lembaga parlemen dilatarbelakangi @
kebutuhan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas pemerintah, jadi
cenderung kepada fungsi "Controlling”. Sehingga meskipun secara formal
legislatif itu telah ditetapkan dalam konstitusi sebagai fungsi pokok dari parlemen.
dalam prakteknya tidak efektif. Di Amerika Serikat maupun di Perancis, yang @
banyak negara di idealkan sebagai negara yang menjalankan sistem demokrasi ters
dalam prakteknya juga tidak efektif.

Di Perancis, pada tahun 1970-1980"an, sekitar 95% Rancangan Un_dang—l-}.
yang dibahas di parlemen justru berasal dari inisiatif pemerintah, bukan inis
parlemen. Sedangkan RUU yang berasal dari inisiatif parlemen hanya 5%, itupus
diantaranya diprakarsai oleh partai pemerintah, sehingga hanya 2% yang diprakarsal &
partai oposisi .

Di Amerika Serikat, meskipun banyak RUU berasal dari parlemen.
Presiden juga sering mangajukan RUU, Selain itu, dalam konstitusi Amerika
Presiden juga diberi hak Veto sebagai senjata penting untuk menolak mengesahkan s
RUU yang telah disetujui dalam persidangan parlemen. Penelitian para ahli menunj

bahwa selama abad 19 hingga abad 20, Presiden sering menggunakan Hak Veics
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et William J Keete dan Morris S. Ogul semakin seringnya Presiden menggunakan
& Veio, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yakni: (1) mengaitkan masalah yang
=pi sebagai akibat perkembangan industrialisasi dan modernisasi maupun krisis
emasional, (2) meningkatnya harapan dan kebutuhan publik akan tindakan pemerintah,
+ 1 3) meluasnya lingkup dan intensitas konflik politik .

Penggunaan hak veto oleh Presiden untuk menolak RUU yang telah disetujui
siemen, diiringi pula semakin meningkatnya inisiatif pemerintah mengajukan RUU.
wderungan ini memberikan pembenaran bahwa penekanan pada kekuasaan legislatif
2 : dikaitkan dengan fungsi parlemen itu praktis hanya bersifat formalitas belaka .

‘ Mencermati kenyataan tersebut di atas maka dalam perspektif hubungan antara
femen dan pemerintah di masa mendatang ada pemikiran untuk lebih mementingkan
j_:_ dengan mengutamakan pendekatan "Cheks 4nd Balances” dari pada
sndekatan "Separation of power” yang lebih mementingkan tugas legislative,

Dalam kaitan pengaturan hubungan antara legislatif dan eksekutif, ketentuan
am Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang asli fungsi kontrol DPR
hadap pelaksanaan tugas-tugas eksekutif sebenarnya sudah efektif. Namun demikian
wielah reformasi, para wakil rakyat mempunyai pemikiran yang berbeda, yakni
legislatif harus di tangan DPR, sedangkan pemerintah hanya sebagai

ana. Hal ini ditegaskan dalam perubahan pertama (1999) Undang-Undang Dasar
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pemegang utama kekuasaan legislatif untuk membentuk Undang-Undang adalah DPR
sedangkan Presiden hanya memegang kekuasaan sekunder.

Perubahan Ayat 1 dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan untuk meneguhks
kedudukan dan peranan DPR sebagai lembaga legislatif yang memegang kekus saz
membentuk Undang-Undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Ayat 1
perubahan, dan Presiden yang memegang kekuasaan eksekutif (menjalankan Undasg
Undang) tetap diberi hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR.

Perubahan Ayat 1 dalam Pasal 5 tersebut juga memindahkan titik be
kekuasaan legislasi nasional yang semula berada di tangan Presiden ke DPR. Jis
Asshiddigie, menyatakan bahwa semangat yang terkandung dalam perubahan ini ada®
untuk memastikan dianutnya prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara kekuasa
legislatif dan eksekutif. Oleh karena itu perubahan Pasal ini tidak menyebabkan D¥
lebih kuat di bandingkan Presiden, karena kedua lembaga tersebut berada
kedudukan yang seimbang atau setara.

Dalam rumusan Pasal 20 ayat 2 memang ditegaskan bahwa tiap-tiap Unds
Undang menghendaki persetujuan bersama antara Presiden dan DPR. Persctujuanl

haruslah dilakukan melalui proses persidangan. Dalam sistem demokrasi bisa saja tes:
bahwa meskipun pihak pemerintah berbeda pendapatnya dengan kekuasaan oposist
parlemen, namun putusan akhir dalam pembahasan suatu RUU, justru dimenangkan
kelompok oposisi, Hal yang demikian Presiden dihadapkan pada pilihan mengesahs
atau tidak mengesahkan RUU tersebut. Sudah tentu Presiden berhak untuk menss
mengesahkan RUU tersebut, dan hak inilah yang biasa disebut sebagai hak veto Press

sebagaimana diuraikan di atas.
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~.ur-faktor yang mendorong Pergeseran Kekuasaan Legislatif pada masa
tem dan sesudah amandemen UUD 1945

Era reformasi memberikan harapan yang besar bagi terjadinya perubahan menuju
scgaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel serta
wwudnya good governance dan kebebasan berpendapat. Untuk itu, gerakan reformasi
mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin
= rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut dan menjunjung tinggi
+ it kebenaran, keadilan, kejujuran, kebersamaan, serta tanggung jawab.

Tuntutan reformasi yang didesakkan oleh berbagai komponen antara lain tuntutan
va perubahan terhadap UUD 1945. Tuntutan perubahan ini didasarkan atas
scangan bahwa UUD 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang

.-. atis, pemberdayaan rakyat dan penghormatan HAM. Selain itu, di dalamnya
:-‘-:v: beberapa pasal yang menimbulkan muli tafsir dan membuka peluang bagi

wovelenggaraan negara yang otoriter, sentralistik, serta menimbulkan kemerosotan

Lcidupan nasional di berbagai bidang kehidupan .
_ Tuntutan perubahan terhaga UUD 1945 tersebut merupakan langkal terobosan
ang mendasar, karena pada era sebelumnya tidak dikehendaki adanya perubahan UUD
1945, Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan ini menjadi kebutuhan bersama
%angsa Indonesia. Selanjutnya tuntutan ini diwujudkan secara komprehensip, bertahap
dan s}stematis dalam empat kali perubahan, yaitu sejak tahun 1999 sampai dengan tahun
2002.
Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh MPR sesuai dengan

" kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945. Perubahan ini

~ merupakan upaya penyempurnaan aturan dasar guna lebih memantapkan usaha
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pencapaian cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Selain itu, sesuai den =
sila ke-4 Pancasila.

Perubahan dilakukan secara bertahap, karena mendahulukan pasal-pasal yas
disepakati oleh semua fraksi MPR, kemudian barun dilanjutkan dengan perubak
terhadap pasal-pasal yang lebih sulit memperoleh kesepakatan. Adapun dasar pemikisa
yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain : (1) kar ;
adanya struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasas
tertinggi dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat, maka berakibat tidak adany
saling mengawasi dan saling mengimbangi (cheks and balances) institusi-insit
kenegaraan, (2) kekuasaan presiden sangat dominan (eksekutif heavy), yakni sebas
pemegang kekuasaan eksekutif, legislatif sekaligus memiliki kekuasaan dibidas
yudikatif, (3) karena sifat luwes dari Undang-Undang Dasar 1945, berakibat timbuls
multi tafsir, (4) karena presiden juga memegang jabatan legislatif, maka pengajuan R
selalu berasal dari Presiden, dan (5) dalam Undang-Undang Dasar 1945, belum culs
memuat aturan dasar tentang kehidupan demokratis, supremasi hukum, pemberday:
rakyat, penghormatan HAM dan otonomi daerah.

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk: (1) menyemp
aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional,
menyempurnakan aturan mengenai jaminan dan perlindungan HAM,
menyempurnakan aturan dasar mengenai penyelenggaraan negara secara demoktaris &
modern, (4) menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusi dan kewajis
negara tnewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakis
etika, moral dan solidaritas, (5) melengkapi aturan dasar bagi eksistensi negara &

perjuangan negara dalam mewujudkan demokrasi, dan (6) menyempurnakan aturan de
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A. Kesimpulan

sebagai berikut:

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat dikemukakan kesimpuis

I. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususns

tentang kekuasaan legislatif (pembentuk Undang-Undang) yang diatur dalam Pasal :
ayat | dan ayat 2 dilakukan hanya terhadap ayat 1.
. Perubahan Ayat | dari Padal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indones
Tahun 1945 tersebut dimaksudkan untuk meneguhkan kedudukan dan peranan DES
sebagai lembaga legislatif.
. Perubahan ayat 1 dari pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indo o5
Tahun 1945 tersebut menandai pindahnya titik berat kekuasaan legislatif yang se .
berada di tangan Presiden beralih ke tangan DPR. Dengan kata lain telah t ia
pergeseran kekuasaan legislatif dari presiden ke DPR.
. Terjadinya pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan DE
disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor filosofis, politis, yuridis, sosiologis, €2
histodis. Faktor filosofis, perubahan ini dalam rangka memenuhi sila keempat da
Pancasila. Faktor politis, perubahan ini agar prinsip checks and balance dapat bekes
dengan baik. Faktor yuridis, karena perubahan ini dibenarkan berdasarkan pasal 3 &=
pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Fu =
sosiologis, perubahan ini karena dikehendaki oleh seluruh komponen masya
Faktor historis, perubahan tersebut adalah sejalan dengan pidatonya Ir.Soekarno pad
sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yang menegaskan bahwa Undang-Undas

Dasar yang disahkan pada saat itu masih bersifat sementara.
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